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ABSTRAK 

SERLIANA PITTI.Analisis Laporan Keuangan Dana Desa pada Lembang Buntu 

Lobo’ Kabupaten Toraja Utara. (Dibimbing oleh Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si 

dan Dr. Abdul Karim, SE., M.Si) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan Rasio 

Efisiensi, Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Lembang Buntu Lobo’ 

Kabupaten Toraja Utara.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif  kuantitatif. Data yang diolah adalah Laporan Keuangan Alokasi 

Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun2019-2022.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembang Buntu Lobo, Kabupaten Toraja 

Utara, memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dalam pengelolaan alokasi 

dana desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan sebagai berikut: Rasio 

Efektivitas dikategorikan sangat efektif karena rata-rata rasionya di atas 100%, 

yaitu 109%, sementara Rasio Efisiensi dikategorikan tidak efisien karena rata-rata 

rasionya di atas 80%, yaitu 100,5%, dan Rasio Pertumbuhan tumbuh negatif 

dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja Alokasi Dana Desa sebesar 

-9,22% dan -0,12%.  

Kata Kunci:  Laporan Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Rasio 

Pertumbuhan. 
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ABSTARCT 

 

Serliana Pitti.Analysis of Village Fund Financial Statements in Lembang Buntu 

Lobo’, North Toraja Regency. (Supervised by Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si and 

Dr. Abdul Karim, SE., M.Si). 

This Study aims to determine the financial perfomance based on the Ratio of 

Efficiency, Effectivenes Ratio and Growth Ratio in Lembang Buntu Lobo’ North 

Toraja Regency. The type of research used in this research is descriptive-

quantitative. The data processed is the Villlage Fund AllocationFinansial Report 

in the Village Revenue and Expenditure Budget from 2019-2022. 

The results of study show that Lembang Buntu Lobo, North Toraja Regency, has a 

fairly good financial performance in managing village allocation funds.This can 

be seen from the calculation results:The Effectiveness Ratio is categorized as very 

effective because the average is above 100%, namely is 109%, while the 

Efficiency Ratio is categorized as inefficiency becauses the average is above 80%, 

namely 100,5%, and the Growth Ratio grows negatively with an average growth 

in income and expenditure of Village Fund Allocation of -9,22% and -0,12%.  

Keywords:  Financial Statements, Effectiveness Ratios, Efficiency Ratios Growth 

Ratios.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Desa sebagai entitas sosial merupakan variabel yang memegang peran 

penting bagi kemajuan Indonesia. Karena desa adalah indonesia dan desa adalah 

indonesia itu sendiri, kemajuan desa menjadi faktor utama yang akan memberikan 

dampak langsung terhadap kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Otonomi desa 

akan memungkinkan pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatur, 

mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan dalam desanya sendiri. Namun, 

tanggung jawab dan kewajiban desa akan meningkat, tetapi penyelenggara 

pemerintahan desa masih tetap mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung 

jawab dalam hal ini ialah dalam hal pengelolaan Anggaran Desa. 

Untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa, pemerintah desa 

harus dapat memaksimalkan dana peruntukannya. Kepala desa dan perangkat desa 

wajib mengetahui dengan baik bagaimana mengelola Dana Desa. Pengelolaan 

dana desa berdasarkan prinsip dasar yang dimulai dari tahap perencanaan hingga 

pada tahap laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, tanggung jawab dan 

tugas para pengelola juga merupakan bagian yang tak terpisahkan. Desa adalah 

tingkat pemerintahan yang berkaitan langsung dengan masyarakat serta 

mempunyai otoritas penuh untuk menjalankan tugas dan fungsi penting demi 

mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pemerintah pusat sangat mengharapkan 

agar setiap desa bisa bertanggung jawab serta menjalankan segala wewenang yang 

telah diberikannya, terlebih halnya dalam konteks pengelolaan Dana Desa. 
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Dana Desa merupakan penghubung dua tingkatan pemerintah, yaitu 

pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Desa terkait menerima sepenuhnya 

anggaran pemerintah untuk membangun dan memberdayakan desa yang tak lain 

adalah lembaga yang memegang peran penting dalam struktur pemerintahan 

dengan tujuan mendorong masyarakat dalam desa. Dana Desa dialokasikan untuk 

memberdayakan masyarakat desa yaitu dalam hal pembangunan Desa. Hernita 

(2015) berpendapat bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang diperoleh dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang 

bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan 

kepada kabupaten lalu disalurkan ke desa, dengan tujuan : 

1. Meningkatkan penganggaran pembangunan, perencanaan serta 

memberdayakan masyarakat desa.  

2. Menanggulangi masalah ekonomi serta kesenjangan sosial. 

3. Mewujudkan peningkatan sosial dengan cara meningkatkan nilai 

agama dan sosial budaya. 

4. Memperbaiki infrastruktur pedesaan. 

5. Meningkatkan swadaya dan kerja sama atau tolong menolong 

masyarakat. 

6. Mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat dengan mengadakan 

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Kemajuan suatu desa dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan anggaran 

desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa harus didukung oleh sumber daya 
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keuangan yang mumpuni karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas 

saja tetap tidak cukup dalam mendukung kemajuan desa. Kualitas pengelolaan 

keuangan desa sangat berpengaruh pada keberhasilan sebuah desa. Kinerja 

pemerintah desa meningkat karena pengelolaan keuangan desa yang baik. 

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan saat ini sudah menjadi 

masalah yang tidak jarang ditemui, dimana anggaran dalam jumlah besar 

berbanding terbalik dengan yang terealisasi. Masyarakat desa mengeluh tentang 

besarnya anggaran Dana Desa yang diberikan. Perbuatan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai korupsi jika berkaitan dengan penyalagunaan Dana Desa. 

Korupsi adalah tindakan yang bertujuan untuk mengambil uang pribadi dari harta, 

waktu, atau wewenang yang bukan miliknya. 

Analisis kinerja keuangan dapat dilihat dengan membuat perbandingan 

dari kinerja yang telah dicapai dari satu periode ke periode selanjutnya dengan 

menggunakan rasio, rasio yang digunakan adalah Rasio Efektifitas, Rasio 

Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan. Rasio ini berfungsi untuk memberikan 

gambaran informasi tentang kinerja keuangan selama 4 tahun terakhir (tahun 

2019-2022). Adapun data keuangan pendapatan yang diterima Lembang Buntu 

Lobo’ pada tahun 2019-2022 ditunjukkan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

 LEMBANG BUNTU LOBO` TAHUN 2019-2022 

Uraian 2019 2020 2021 2022 

Pendapatan 

Asli Desa 
30.000.000 10.434.000 11.000.000 13.200.000 

Dana 

Lembang 
1.297.967.000 1.303.383.140 1.276.009.000 1.163.751.000 

Dana 

Retribusi 
8.000.000 8.000.000 17.117.118 8.474.868 

Alokasi 

Dana Desa 
511.829.300 509.245.200 592.509.200 551.281.500 

Pendapatan 

Lain-lain 
48.000.000 3.066.000 3.000.000 4.000.000 

Jumlah 

Pendapatan 
1.895.796.300 1.834.037.340 1.899.635.318 1.740.707.368 

Sumber: Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo’, 2022 

 

Pemberlakuan Dana di Lembang Buntu Lobo didasarkan pada kenyataan 

otonomi daerah sebagai pilar untuk mendukung pembangunan yang lebih terarah 

dan fokus, oleh karena itu desa sangat membutuhkan dana yang memadai. 

Pemerintah Lembang Buntu Lobo berharap dengan dialokasikannya Dana Desa, 

masyarakat dapat merasakan manfaat dari semua program pemerintah dan 

perencanaan partisipatif yang berbasis masyarakat dapat terwujud serta 

masyarakat ikut dalam pelaksanaannya.  

Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab penuh untuk menyusun 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Desa. Dalam hal pengelolaan dana, ada beberapa tahap dalam siklus yang 

menjadi acuan. Siklus ini dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan 

keuangan desa dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang 

akuntabel, transparan, tertib angggaran, disiplin anggaran, serta partisipatif untuk 

mendukung tata kelola sumber daya desa agar penggunaannya lebih optimal.  

Dalam perkembangannya, Anggaran Desa telah menjadi suatu instrument 

kebijakan fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan desa. Hal 

tersebut dapat terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung 

digunakan kearan dan tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dana Desa adalah instrumen yang paling penting untuk menentukan terwujudnya 

tata pemerintahan yang baik di dalam suatu desa. Tata pemerintahan yang baik 

adalah diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban yang tepat waktu 

dan transparansi kepada masyarakat.  

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa salah satunya adalah untuk 

keberlangsungan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa 

tujuan penurunan Dana Desa menjadi tidak terlaksana secara merata sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana tersebut sering 

mengalami kendala, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kontrol atau 

pengendalian atas cara pengelolaan dari dana desa. Akibatnya, dana desa 

menyusut, sehingga tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk rencana 

pembangunan desa (Kurniawan,2021). Hal tersebut yang menjadi faktor utama 
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betapa pentingnya peran serta masyarakat secara langsung dan tak lepas dari peran 

pemerintah daerah sebagai penyalur dana untuk mengawasi pelaksanaan 

pembangunan di desa. Segala kegiatan yang berkaitan langsung dengan anggaran 

dana desa yang direncanakan harus dievaluasi secara terbuka dan harus 

melibatkan masyarakat desa dalam pelaksanaanya guna mengoptimalkan 

anggaran yang ada, namun pada kenyataannya pada Lembang Buntu Lobo’ hal ini 

masih belum diterapkan seperti contoh pembangunan atau perbaikan jalan masih 

kurang merata karena kurangnya sosialisasi mengenai anggaran terhadap rencana 

pembangunan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan menilai 

betapa pentingnya laporan keuangan desa guna mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah Desa, Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Laporan Keuangan Dana Desa Pada Lembang Buntu Lobo` Kabupaten 

Toraja Utara”.   

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat masalah “Apakah 

pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur sehingga 

pemanfaatan Dana Desa lebih optimal Pada Lembang Buntu Lobo` Kecamatan 

Sesean Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2022”. 
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C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan Dana Desa 

telah terlaksana dengan baik sehingga pemanfaatan Dana Desa lebih optimal Pada 

Lembang Buntu Lobo` Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja tahun 2019-2022. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi 

pada jurusan Manajemen serta untuk mendapatkan pemahaman lebih 

dalam mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa dengan memahami dan 

memecahkan langsung permasalahan yang ada.  

2. Bagi Lembang Buntu Lobo` 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi penting 

dalam mengevaluasi kinerja pemerintah serta menjadi bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai hasil yang optimal. 

3. Bagi Universitas Bosowa 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi 

penyusun skripsi selanjutnya yang memiliki bidang maupun jurusan yang 

sama ataupun bagi pihak yang membutuhkan. 

 

E. Lingkup Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, batasan dalam 

penulisan ini sesuai dengan judul yang telah ada. Didalam pelaksanaan penelitian 
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ini menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder yang dilakukan 

di Lembang Buntu Lobo` Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara.   

 

F. Sistematika Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat pembahasan yang terdiri dari lima (5) bab. 

Setiap bab terdapat beberapa sub bab dengan penjelasan: 

BAB I. PENDAHULUAN, pada bab pertama ini berisi pendahuluan 

mengenai keseluruhan proposal. Dalam ba ini dijelaskan tantang latar belakang 

penelitian serta tujuan penelitian ini sehingga penting untuk dilakukan. Lalu 

dijelaskan pula rumusan masalah mengenai inti masalah yang akan diteliti dan 

manfaat dalam penelitian yang memberikan penjelasan tentang manfaat apa saja 

yang akan didapatkan dalam penelitian ini baik untuk penulis, Lembang Buntu 

Lobo’, dan Universitas. Kemudian bagian sistematika pembahasan yang 

membahas mengenai uraian singkat dari setiap bab dalam proposal ini. 

BAB II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR, pada bab kedua 

ini berisi kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, serta hipotesis. Pada 

bagian kajian teori berisi tentang teori-teori yang dikaji kemudian digunakan 

untuk menggambarkan fakta atau fenomena yang terjadi sesuai dengan pokok 

masalah yang dibahas. Bagian kerangka pikir memaparkan gambaran tentang 

penelitian yang akan dilakukan dalam setiap variabel. Kemudian hipotesis yang 

berisi penjelasan tentang bagaimana hasil penelitian pada Desa Buntu Lobo’. 

BAB III. METODE PENELITIAN, pada bab ketiga ini memuat lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, jenis data, sumber data, 

definisi operasional, serta teknik analisis data. 
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BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab 

keempat ini berisi pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan 

pada Lembang Buntu Lobo Kabupaten Toraja Utara dengan periode 2019-2022.  

BAB V. PENUTUP, pada bab kelima ini berisi tentang kesimpulan dari 

hasil seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga membahas 

tentang saran yang diajukan ke pemerintah desa dan juga untuk peneliti 

selanjutnya.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Desa 

a. Pengertian Desa 

Secara sederhana desa adalah hasil perpaduan antara berbagai 

kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya. Secara lebih formal, 

desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh ahli 

sosiologi yaitu Ferdinand Tonnies pengertian desa adalah tempat tinggal 

suatu masyarakat yang bersifat “gemeinschaft” yaitu saling terikat oleh 

perasaan dan persatuan yang masih erat (Tatik, 2019). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa ialah 

kelompok masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta 

memiliki wewenang dalam mengatur urusan pemerintahannya. Kepentingan 

masyarakat desa setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak adat atau 

hak tradisional yang sah dan diakui serta dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan istilah lain 

desa adalah tempat di mana suatu masyarakat yang kuat menjalankan 

pemerintahan sendiri (Surjaningsih, 2021).  
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Peraturan Daerah (PerDa) Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 

2014 mengenai Pemerintahan Lembang dijelaskan bahwa desa atau desa 

adat atau dengan kata lain lembang adalah perkumpulan masyarakat hukum 

dengan batas kawasan yang memiliki otoritas dalam mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, mengatur urusan masyarakat setempat, dan 

hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Lembang adalah Kepala 

Lembang dan dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggaran 

Pemerintahan Lembang. Bawono (2019) menjabarkan karakteristik 

kehidupan desa sebagai berikut : 

1) Memiliki kawasan sendiri. 

2) Memiliki adat/sistem msyarakat. 

3) Hidup berdampingan dengan lingkungan. 

4) Masyarakat desa memiliki sifat gotong royong yang masih kuat. 

5) Paguyuban (gemeinscahft), artinya gaya hidup yang didasarkan 

pada ikatan dan rasa kekeluargaan yang sangat kuat.  

6) Struktur ekonomi yang bersifat tradisional atau lebih mengarah 

ke pertanian. 

7) Jumlah penduduk sedikit, daerahnya masih sempit.   

8) Proses sosial lambat.  

9) Kehidupan yang masih tradisional. 

10) Kepala lembang sebagai pemimpin desa dan dipilih oleh 

masyarakat setempat. 
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11) Norma-norma agama yang masih dipegang secara kuat.  

b. Jenis Desa 

Desa pada mulanya merupakan kumpulan komunitas dalam desa 

yang ditinggali oleh banyak penduduk, mempunyai batas wilayah, 

dan memiliki kebiasaan untuk mengelola dirinya sendiri, yang 

dikenal sebagai komunitas berkewajiban. Desa terbagi dalam tiga 

kategori berdasarkan fungsi dan peran mereka:   

1) Desa adat  

Desa adat merupakan awal desa di seluruh Indonesia, 

berdasarkan suku (genealogi), dengan otonomi, batas wilayah, serta 

sistem pemerintahan asli berdasarkan hukum adat, dan dekat dengan 

masyarakatnya.  

2) Desa Otonom (local self goverment) 

Desa otonom ialah desa yang sudah mengalami perubahan.  

Ciri dari desa otonom ialah kurangnya pengaruh desa adat. Desa-

desa ini memiliki sistem demokrasi lokal, otonomi perencanaan, 

layanan publik, dan keuangan.  

3) Desa Administratif 

Desa administratif adalah desa yang posisinya berada dalam 

subsistem pemerintahan Kabupaten atau Kota dan memiliki batas 

wilayah yang jelas. Pemerintahan lokal biasanya disebut sebagai 

pemerintahan desa. Otonomi desa ini tidak jelas dan sangat terbatas.  
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c. Asas Pengaturan Desa 

Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 6 

Tahun 2014 mengenai Desa adalah sebagai berikut : 

1) Rekognisi 

Hak asal-usul yang diakui. 

2) Solidaritas 

Semangat yang tinggi dalam berperan aktif serta gotong-royong 

dengan menjunjung tinggi prinsip menghargai satu dengan yang 

lain.  

3) Subsidiaritas 

Penetapan wewenang dalam mengambil keputusan secara lokal 

demi kepentingan urusan masyarakat desa.  

4) Keberagaman 

Menghargai dan menghormati nilai-nilai masyarakat desa yang 

ada, tanpa mengesampingkan nilai kehidupan dalam  dan 

bernegara.  

5) Gotong Royong 

Bekerja sama  dalam membangun serta mewujudkan tujuan desa. 

6) Kekeluargaan 

Masyarakat desa masih sangat erat dengan nilai kekeluargaan. 

7) Musyawarah 

Proses musyawarah dalam mengambil keputusan yang dilakukan 

untuk membahas kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa 

bersama pihak-pihak yang bersangkutan.  
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8) Demokrasi 

Masyarakat desa memiliki otoritas dalam sistem pemerintahannya. 

9) Kemandirian 

Kegiatan yang dilakukan masyarakat desa beserta pemerintah desa 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan desanya dengan 

kemampuan sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.  

10) Partisipasi 

Selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. 

11) Kesetaraan 

Hak, peran, serta kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan.  

12) Pemberdayaan 

 Usaha dalam meningkatkan kualitas hidup serta mewujudkan 

masyarakat desa yang makmur dengan menetapkan kebijakan, 

kegiatan, memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta melakukan 

berbagai program yang sesuai dengan masalah yang ada. 

13) Kerbelanjutan 

Kegiatan yang prosesnya terintegrasi, terstruktur, pelaksanaan yang  

berkesinambungan dalam membuat program perencanaan 

pembangunan desa (Bawono, 2019). 

Peraturan Daerah (PerDa) Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 

2014 yang membahas mengenai Pemerintahan Lembang mengatakan bahwa 

penyelenggara Pemerintah Lembang didasarkan pada asas : 

1) Hukum yang pasti. 

2) Taat dan tertib menyelenggarakan pemerintahan. 
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3) Mengutamakan kepentingan khalayak umum. 

4) Transparansi. 

5) Proporsional. 

6) Profesional. 

7) Tanggung jawab. 

8) Efisiensi dan efektif. 

9) Ilmu Pedesaan. 

10) Pluralitas, dan 

11) Partisipasi.   

2. Dana Desa 

Dana desa yang merupakan sumber pemasukan desa, dalam 

pengunaannya diwajibkan berdasarkan daftar kewenangan desa sesuai dengan 

kewenangan lokal berskala desa dan hak asal-usul (Raharjo, 2020). Pada 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 yang diatur dalam peraturan 

pemerintahan republik indonesia dan telah dirubah beberapa tentang peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6, dijelaskan bahwa semua 

pendapatan desa ditransfer dan masuk melalui rekening desa, serta aturan 

pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). Kekayaan desa bersumber dari pendapatan asli desa, 

retribusi daerah, dana yang berasal dari APBN yang yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota, bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan 

kabupaten/kota, bantuan tanpa batas dari pihak ketiga (Iskandar, 2020).  
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Alokasi Dana Desa (ADD) adalah alokasi dana desa yang tujuannya 

adalah untuk mempercepat pembangunan pada tingkat desa, baik 

pembangunan dari segi fisik (sarana dan prasarana) maupun sumber daya 

manusia (SDM). Pemberian Alokasi Danan Desa (ADD) adalah sebagai 

bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam pembiayaan 

progra pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong-royong dari 

masyarakata dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayan 

masyarakat.  

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyatakan 

bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

kabupaten/kota untuk desa, yang sumbernya dari bagian perimbangan dana 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa 

sekurang-kurangnya 10%, setelah dikurangi belanja pegawai yang 

pembagiannya untuk setiap desa secara profesional yang merupakan Alokasi 

Dana Desa. 

Undang-Undang Pasal 71 Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas 

mengenai desa menyatakan bahwa keuangan desa mencakup seluruh hak 

maupun kewajiban desa yang dapat diukur secara moneter, dan semua yang 

berbentuk uang maupun berbentuk barang  yang memiliki hubungan terkait 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban ini memengaruhi 

penerimaan, belanja, pembayaran, dan pengelolaan dana desa. Berikut ini 

adalah sumber-sumber penerimaan desa:   
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1) Pendapatan Asli Desa (PAD) Pendapatan ini berasal dari kewenangan desa 

berdasarkan hak adat dan kewenangan desa yang bersumber dari hasil aset, 

kekayaan, partisipasi, kerja sama, dan pendapatan lain-lain desa. 

2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu dana 

yang berasal dari belanja pusat dengan menggunakan dana tersebut secara 

efektif, adil dan merata dalam setiap program desa. Maksud dari Anggaran 

bersumber dari APBN adalah anggaran yang diberikan pada desa ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan 

dimanfaatkan sebagai pembiayaan kegiatan  pemerintahan, kegiatan 

masyarakat desa, pembangunan, serta kegiatan dalam upaya 

memberdayakan masyarakat. Besarnya alokasi dana yang dialokasikan 

langsung untuk desa sejumlah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah dana 

yang ditransfer daerah (on top) secara berjangka. Anggaran ini dihitung 

menurut jumlah desa untuk dialokasikan dengan melihat jumlah populasi, 

tingkat kesulitan ekonomi, dan kawasan masyarakat desa sebagai upaya 

dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. 

3) Bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota, minimal 10% (sepuluh 

perseratus) dari total pajak dan retribusi.  

4) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari APBN yang masuk ke 

pemerintah Kabupaten/Kota  minimal 10% (sepuluh perseratus) setelah 

dikurangi dari dana khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Dalam hal ini, jika pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan dana 

tersebut, pemerintah berwenang untuk melakukan pemotongan atau 
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penundaan yang sama jumlahnya dengan alokasi dana APBN setelah 

mengalami pengurangan dana alokasi khusus yang semestinya dialokasikan 

untuk desa.  

5) Tambahan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi 

dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. 

6) Bantuan atau sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. 

7) Pendapatan keuangan desa lainnya, seperti hasil kerjasama. 

Kepala desa memberikan beberapa wewenang kepada jajaran 

pemerintah desa yang diberi mandat sebagai pengelola keuangan desa. 

Pendanaan, pengeluaran, serta pembiayaan desa terdiri dari sebagian anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDes). APBDes dikemukakan oleh kepala 

desa dan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan keputusan 

musyawarah, setiap tahunnya kepala desa menggunakan peraturan desa untuk 

menetapkan anggaran tersebut. Belanja desa diutamakan untuk memenuhi 

keperluan pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama dalam 

musyawarah desa. Penetapan belanja desa dapat dibagi-bagikan melalui rukun 

tetangga (RT) dan rukun warga (RW) saat menetapkan belanja desa karena RT 

dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu dalam pelaksanaan 

kegiatan desa terutama dalam merencanakan pembangunan, ketertiban serta 

memberikan pelayanan pemerintahan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 yang membahas 

mengenai desa dalam pasal 76 dijabarka aset desa sebagai berikut: 

1) Aset desa yang bersumber dari APBN dan APBDes.  
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2) Aset yang berasal dari bantuan atau sumbangan berdasarkan undang-

undang. 

3) Aset desa yang diperoleh dari hasil kerjasama, kontrak, atau usaha serupa 

berdasarkan ketentuan undang-undang. 

4) Tanah desa yang berasal dari perjanjian. 

5) Sumber pendapatan lainnya yang sah (Raharjo, 2020). 

Penggunaan Dana Desa mempunyai prinsip prioritas yang dilihat 

dari: 

1) Kebutuhan utama, yang berarti kepentingan desa yang paling penting 

diprioritaskan dan memiliki dampak langsung untuk kemajuan masyarakat 

desa. 

2) Keadilan, yang berarti kepentingan masyarakat desa diprioritaskan tanpa 

diskriminasi.  

3) Kewenangan desa, kewenangan berskala desa yang didasarkan pada hak 

adat desa. 

4) Fokus, yang berarti bahwa penggunaan dana desa bisa digunakan 

maksimum sampai lima kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.  

5) Partisipasi yang mengutamakan inisiatif, kreativitas, serta peran 

masyarakat. 

6) Swakelola yang memprioritaskan desa yang mandiri dalam melaksanakan 

pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa. 

7) Berdasarkan sumber daya desa dengan memprioritaskan penggunaan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan 

desanya yang didanai oleh dana desa (Raharjo, 2020). 
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3. Laporan Keuangan  

a. Laporan Keuangan  

Laporan keuangan ialah laporan terstruktur yang berisi informasi 

tentang posisi keuangan serta riwayat transaksi yang dilakukan oleh 

penyusun laporan(Fitra, 2019). Secara spesifik, laporan keuangan 

pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan informasi dalam 

pengambilan keputusan dan untuk memperlihatkan akuntabilitas entitas 

pelaporan atas sumber daya yang dibebankan kepadanya. Untuk mencapai 

tujuan ini, pelaporan keuangan pemerintah memuat hal-hal berikut: 

1) Memuat informasi terkait perubahan letak sumber daya ekonomi, 

beban, dan modal.  

2) Memuat informasi terkait sumber daya ekonomi, anggaran, dan 

penggunaan. 

3) Membuat informasi terkait kedisiplinan realisasi pada anggaran. 

4) Memuat informasi terkait cara memenuhi kebutuhan kasnya dan 

mendanai aktivitasnya. 

5) Memuat informasi tentang kemungkinan entitas pelaporan dalam 

membiayai kegiatan pemerintah. 

6) Memuat informasi bermanfaat dalam evaluasi potensi suatu pelaporan 

dalam mendanai setiap aktivitasnya.  

Laporan Keuangan Desa (Siswadi, 2018) memuat : 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa adalah laporan tentang 

bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
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dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut. LRA ini mencakup 

penerimaan, pengeluaran, transfer, lebih  atau kurang, dan segala 

pembiayaan yang terjadi selama satu periode tersebut. Laporan aset 

milik desa tersebut dilampirkan pada laporan realisasi anggaran setiap 

tanggal 31 desember. 

2) Laporan Kekayaan Milik Desa adalah laporan yang memuat informasi 

tentang posisi aktiva, aktiva bersih, dan beban desa selama jangka 

waktu tertentu.  

3) Neraca Desa ialah laporan yang menunjukkan posisi keuangan dari 

kekayaan, beban, dan ekuitas sepanjang waktu. Aktiva adalah aset 

pemerintah desa, termasuk aktiva lancar dan aktiva tetap; beban ialah 

segala macam utang yang berasal dari transaksi sebelumnya yang harus 

diselesaikan oleh pemerintah desa; dan modal ialah total aset 

pemerintah desa, yang terdiri dari perbedaan antara aset dan kewajiban. 

Perkembangan mengenai kinerja yang dimiliki pemerintah desa dalam 

mewujudkan target tahunan desa, digambarkan dalam neraca desa. 

4)  Catatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah catatan 

keuangan desa yang mencakup pemaparan, skema, analisa nilai item 

yang ditampilkan dalam Neraca Desa, Laporan Aset Milik Awal Desa, 

dan Laporan Realisasi Anggaran Desa.   

(Fitra, 2019) Menyatakan bahwa asumsi yang mendasar dalam suatu 

laporan keuangan pemerintah termasuk asumsi tentang kemandirian, 

kesinambungan, dan keterukuran entitas dalam satuan uang 
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(meansurement moneter). Asumsi-asumsi ini dianggap benar tanpa 

memerlukan bukti sehingga akuntansi dapat diterapkan. 

b. Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Desa 

Laporan keuangan digunakan dalam penentuan nilai sumber daya 

ekonomi yang digunakan untuk melihat kondisi keuangan, menjalankan 

kegiatan operasional pemerintahan, evaluasi untuk melihat seberapa 

efektif dan efisien suatu laporan, serta berperan dalam menentukan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan, 

setiap laporan harus memberikan laporan secara sistematis dan terstruktur 

tentang usaha dan kinerja yang telah dicapai selama periode pelaporan 

dengan tujuan: 

1) Akuntabilitas 

Pengawasan pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap 

kebijakan yang diberikan untuk merealisasikan penetapan target yang 

ada secara berkala.  

2) Manajemen 

Memudahkan proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian 

kekayaan, ekuitas serta kewajiban dalam menilai kegiatan pelaksanaan 

selama jangka pelaporan.  

3) Keterbukaan 

Masyarakat mempunyai wewenang untuk mengetahui tanggung jawab 

pemerintah desa terkait pengelolaan sumber daya yang bersumber dari 

pemerintah pusat sebagai tanggung jawab penuh serta kepatuhannya 

terhadap hukum. 
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4) Keseimbangan 

Memberikan informasi aktual tentang kemampuan pemerintah pada 

jangka pelaporan apakah mampu dalam membiayai seluruh 

pengeluaran yang dialokasikan serta melihat kemampuan generasi 

selanjutnya untuk melanjutkan tanggung jawab terkait.  

5) Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja atas laporan untuk meninjau kinerja pemerintah dalam 

hal pengelolaan kekayaan yang ada. 

c. Tujuan Laporan Keuangan  

Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan laporan 

atau informasi bagi para pengguna atau pihak yang memiliki kepentingan 

dalam menilai akuntabilitas dan pembuatan keputusan. Tujuan umum 

laporan keuangan bagi instansi pemerintahan sebagai berikut :  

1) Menyediakan laporan yang berguna dalam pengambilan keputusan 

sosial, ekonomi, politik serta pengelolaan dan pertanggungjawaban.   

2) Menyediakan informasi dalam pertimbangan kinerja organisasi dan 

manajemen. Laporan keuangan yang menunjang keputusan 

keuangan  sosial, ekonomi dan politik termasuk informasi yang 

diterapkan untuk : 

a) Memberikan perbandingan antara hasil yang ditargetkan dengan 

kinerja yang terealisasi.  

b) Untuk melihat hasil operasi serta kondisi keuangan. 
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c) Membantu meningkatkan kedisiplinan terhadap undang-undang 

yang mengatur mengenai masalah financial dan permasalahan 

lain yang berkaitan. 

d) Evaluasi efisiensi dan keefektivitas (Inuzula, 2021). 

d. Manfaat Laporan Keuangan  

Manfaat laporan keuangan antara lain : 

1) Menyediakan informasi keuangan untuk menilai kondisi keuangan 

pemerintah sehubungan dengan solvabilitas dan likuiditasnya.  

2) Menyajikan informasi mengenai penentuan prediksi kondisi 

keuangan dan perubahan suatu pmerintah. 

3) Memberikan informasi untuk mendukung ketenagakerjaan, sesuai 

dengan persyaratan kontrak, proyek yang telah diselesaikan, serta 

hal-hal berkaitan lainnya. 

4) Memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengefisiensi 

perencanaan dan anggaran sumber daya yang ada. 

5) Evaluasi tenaga kerja materil dan organisasi.  

a) Menentukan biaya kegiatan, fungsi, dan kegiatan program untuk 

mempermudah dalam menganalisis dan membandingkannya 

dengan standar yang telah ada pada periode sebelumnya. 

b) Mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas kegiatan 

pemerintahan, program, operasional, dan fungsi pemerintahan.  

c) Mengevaluasi program, kegiatan dan hasil kegiatan (results) serta 

fungsionalitas dan efektivitas target.  
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d) Mengevaluasi kejujuran dan keadilan (equity and equality). 

4. Kinerja Keuangan 

Kinerja adalah hasil (results) yang dicapai dari suatu proses yang 

dipengaruhi oleh aktivitas operasional dan diukur serta mengacu pada satu 

periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah 

ada sebelumnya. Analisis seberapa jauh suatu perusahaan atau lembaga telah 

mematuhi aturan pelaksanaan keuangan dengan tepat sesuai aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan dikenal sebagai kinerja keuangan.  

Analisis Kinerja keuangan pemerintah desa merupakan pengukuran 

atau penilaian terhadap kinerja kinerja pemerintah desa mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu 

tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah desa 

karena dengan analisis kinerja ini pemerintah desa dapat mengetahui 

bagaimana kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi 

kinerja pemerintahaannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja 

keuangan pada periode berikutnya (Eva, 2019). Salah satu alat analisis untuk 

melakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan 

menggunakan rasio keuangan.  

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai ukuran dari aktivitas suatu 

entitas yang diukur sebagai rasio keberhasilan pekerjaan selama periode waktu 

tertentu. Selain itu, pengukuran kinerja didefinisikan sebagai ukuran dari hasil 

yang dicapai atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas, proses, atau unit 

organisasi secara keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja adalah 
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bentuk akuntabilitas yang mana persyaratan yang harus dipenuhi merupakan 

nilai yang paling utama.  Data yang diperoleh dalam tolak ukur ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk program peningkatan yang lebih lanjut. 

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk memenuhi tiga maksud berikut : 

a. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja yang 

dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan 

sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan 

meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.  

b. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 

c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan.  

Analisis Kinerja Keuangan (Revida, 2021)  meliputi :  

a. Rasio Kemandirian  

 Kemandirian keuangan desa juga dikenal dengan ekonomi fiskal yang 

menunjukkan kemampuan desa untuk membiayai kegiatan 

pemerintahannya sendiri, pengembangan, dan pelayanan masyarakat. 

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan desa terhadap 

pendapatan transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio 

Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan desa 

terhadap bantuan dari pihak ekstern semakin rendah dan demikian 

pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan keuangan 

desa, semakin tinggi partisipasi masyarkat dalam pembangunan desa. 
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Semakin tinggi Rasio Kemandirian, semaking tinggi partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi desa sehingga 

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.   

b. Rasio Efektivitas  

 Efektivitas keuangan menunjukkan seberapa baik  pemerintah daerah 

dapat mencapai PAD yang direncanakan dengan target yang telah 

ditentukan yang didasarkan pada potensi asli. Rasio Efektivitas 

pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi 

penerimaan pendapatan asli desa dengan target pendapatan asli desa 

atau yang dianggarkan sebelumnya. 

c. Rasio Efisiensi 

 Rasio efisiensi, yaitu rasio yang membandingkan input dan output 

atau target penerimaan dengan realisasi anggaran. Kinerja keuangan 

pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan 

efisiensi apabila rasio yang dicapai dari 1 (satu) atau dibawaah 100%. 

Semakin kecil rasio efisiensi keuangan berarti kinerja keuangan 

pemerintah desa semakiin baik. Untuk itu, pemerintah perlu 

menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk 

pendapatannya tersebut efisien atau tidak. 

d. Rasio Keserasian  

 Rasio keserasian menunjukkan kesanggupan pemerintah desa dalam 

membagi prioritas dana untuk belanja kegiatan pembangunan, belanja 

rutin, serta modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan 
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untuk Belanja rutin berati persentase Belanja investasi (Belanja 

Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan 

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Terdapat dua 

perhitungan rasio keserasian, yaitu Rasio belanja Operasi dan Rasio 

Belanja Modal.   

e. Rasio Pertumbuhan 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kesanggupan pemerintah desa 

dalam mempertahankan serta memajukan keuangannya dengan 

penerimaan dari dana desa dibandingkan realisasi penerimaan tahun 

sebelumnya. Rasio pertumbuhan yang tinggi menunjukkan kinerja 

keuangan desa yang baik. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk 

masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat 

digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu 

mendapatakan perhatian.  

5. Rasio Keuangan  

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) yang telah direncanakan dan dilaksanakan adalah cara untuk 

melihat seberapa baik pemerintah desa mengelola keuangannya. Hasil analisis 

ini dipakai dalam mengukur :  

1) Sebagai ukuran untuk melihat kemandirian pemerintah dalam 

menjalankan kegiatan otonomi daerah.  

2) Sebagai tolak ukur untuk menilai efisiensi dan efektivitas realisasi 

pendapatan.  
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3) Sebagai tolak ukur untuk melihat perkembangan pemerintah dalam 

menggunakan pendapatan sebagai belanja.  

4) Sebagai tolak ukur dalam menilai konstribusi setiap sumber 

pendapatan. 

5) Sebagai tolak ukur dalam menilai perkembangan penerimaan dan 

belanja yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. (Halim, 2007). 

a. Rasio Efisiensi 

Memperlihatkan perbandingan besar total biaya yang 

dibelanjakan untuk keperluan belanja desa dengan realisasi penerimaan 

asli desa yang diterima. Rasio efisiensi yang nilainya kecil 

menggambarkan kinerja keuangan pemerintah desa dalam keadaan 

baik, sedangkan rasio efisiensi yang besar menunjukkan kinerja 

keuangan pemerintah desa buruk, dengan perhitungan : 

 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑎
× 100% 

Dengan kriteria :  

▪ >100%  = Tidak efisien 

▪ 90%-100% = Kurang Efisien 

▪ 80%-90% = Cukup Efisien 

▪ 60%-80% = Efisien 

▪ <60% = Sangat Efisien  

b. Rasio Efektivitas  

Menunjukkan kesanggupan pemerintah desa dalam 

mewujudkan pendapatan asli desa yang telah direncanakan dengan 
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ketetapan sasaran yang didasarkan pada potensi rill desa. Rasio 

efektivitas dengan nilai tinggi menunjukkan kinerja pemerintah yang 

baik, sebaliknya rasio efektivitas yang rendah menunjukkan kinerja 

pemerintah dalam keadaaan buruk.  

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷𝑒𝑠

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷𝑒𝑠
× 100% 

Dengan Kriteria : 

• >100% = Sangat Efektif 

• 90%-100% = Efektif 

• <60% = Tidak Efektif  

c. Rasio Pertumbuhan 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kesanggupan 

pemerintah desa dalam mempertahankan serta memajukan 

keuangannya dengan penerimaan dari dana desa dibandingkan realisasi 

penerimaan tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan yang tinggi 

menunjukkan kinerja keuangan desa yang baik.  

Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−𝑋𝑛−1

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−1
× 100%   

Rasio Pertumbuhan Belanja ADD = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−𝑋𝑛−1

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−1
× 100% 

Dimana,  

Xn = Total Pendapatan desa terhitung tahun n. 

Xn-1 = Total Pendapatan terhitung tahun o. 

Dengan Kriteria : 

• 0%-10% = Sangat Rendah 
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• 21%-30% = Sedang 

• >40% = Tinggi.  

B. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Pramuk

ti, 2019 

Literasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Dana Desa 

Pada Desa 

Sanrobone 

Kab.Takalar 

Ceramah, 

Tutorial, 

dan 

Diskusi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

kurangnya pengetahuan umum 

masyarakat mengenai laporan 

keuangan dana desa sehingga tidak 

melibatkan pengawasan dari 

masyarakat desa. 

2. Hutami

, 2017 

Analisis 

Pengelolaan 

Alokasi 

Dana Desa di 

Desa 

Abbatireng, 

Kec. 

Gilireng, 

Kab.Wajo 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian ini menujukkan 

ADD yang dikelola oleh pemerintah 

desa telah terlaksana sesuai dengan 

aturan UU. Namun dalam prosesnya 

belum optimal karena penyusunan 

dan pelaporan mengalami 

keterlambatan yang mengakibatkan 

dana lambat cair pada periode 

berikutnya.   

3.  Siswadi

, 2018 

Analisis 

Laporan 

Keuangan 

Desa 

 

Kuantitatif Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kas umum, harian, buku 

bank, pajak, inventaris, modal, 

piutang, dan hutang desa harus 

digunakan dengan benar untuk 
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mencatat semua transaksi keuangan 

desa. 

4. 

 

 

 

Nugrah

aningsi

h, 2016 

Optimalisasi 

Dana Desa 

Dengan 

Pengembang

an Badan 

Usaha Milik 

Desa Menuju 

Desa 

Mandiri 

Metode 

Kualitatif 

Pendekata

n 

Deskriptif 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

BumDes dapat berkembang menjadi 

lebih mandiri dan mengelola 

laporan keuangan desa dengan 

akuntabel. Ini akan memungkinkan 

desa untuk meningkatkan 

pendapatan asli desa. 
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

 Berdasarkan Landasan dan Kajian Teori yang telah dikemukakan diatas, 

diduga “Pengelolaan keuangan dana desa pada Lembang Buntu Lobo’ sudah  

dilaksanakan secara optimal”. 

  

Kantor Lembang Buntu Lobo` 

Kecamatan Sesean Kabupaten 

Toraja Utara 

Analisa Laporan Keuangan 

Metode Analisis 

Deskriptif Kuantitatif 

 Rasio Keuangan : 

• Rasio Efektivitas 

• Rasio Efisiensi 

• Rasio Pertumbuhan 

Kesimpulan 

Rekomendasi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Lembang Buntu Lobo’, Kecamatan Sesean, 

Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan selama 6 (enam ) bulan terhitung bulan 

Januari-Juni 2023. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif adalah data yang digunakan dalam penelitian yang 

dapat dianalisis, diukur serta dapat dijelaskan dalam bentuk angka. 

Biasanya, data ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang 

memiliki alat koreksi untuk mengukurnya. 

b. Data Kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak 

terstruktur. Data ini digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena 

yang tidak dapat dihitung dalam bentuk angka namun bisa dilihat. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer adalah data atau informasi yang sumbernya diperoleh 

langsung dari tangan pertama oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data 

berupa laporan keuangan tahun 2019-2022 yang diperoleh langsung 

pada Lembang Buntu Lobo`.  

b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti sebagai informasi pendukung. Data sekunder dalam penelitian 

ini adalah dokumen.  
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C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan instrumen penelitian dimana peneliti 

berperan sebagai alat utama dalam penelitian. Instrumen lain ialah Laporan 

Keuangan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini data keuangan lembang yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019-2022.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Penelitian Pustaka  

Langkah pertama yang dilakukan penulis sebelum turun lapangan 

adalah terlebih dahulu mempelajari teori-teori dan mengadakan peninjauan 

terhadap materi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas sebagai 

bahan acuan sekaligus alat untuk menganalisis data yang diperoleh.  

2. Penelitian Lapangan 

Metode penelitian lapangan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 

melakukan survei dan wawancara baik formal maupun terstruktur, 

percobaan lapangan, dan kegiatan yang dikenal sebagai observasi peserta.  

 

F. Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif  

kuantitatif. Teknik analisis ini bertujuan untuk menganalisis data dengan 

memberikan gambarann data yang telah dirangkum dari berbagai sumber tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan baru (Sitoyo, 2015). Rasio yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain :  
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1. Rasio Efektivitas    =    
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
× 100% 

2. Rasio Efisiensi    =    
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑎

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑎
× 100% 

3. Rasio Pertumbuhan :  

Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD    =   
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−𝑋𝑛−1

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−1
× 100%   

Rasio Pertumbuhan Belanja ADD    =    𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−𝑋𝑛−1

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−1
× 100% 

 

G. Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

Berikut definisi operasional dalam penelitian ini yaitu : 

1. Desa adalah kelompok masyarakat hukum yang mempunyai batas 

kawasan serta memiliki otoritas dalam mengatur urusan 

pemerintahannya. Kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan 

prakarsa masyarakat, hak adat atau hak tradisional yang sah serta 

dijunjung tinggi dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pengertian lain desa adalah tempat di mana suatu penduduk 

yang kuat menjalankan pemerintahan sendiri. 

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan diberikan 

kepada desa yang disalurkan melalui APBD Kabupaten atau Kota. 

Tujuan penyaluran anggaran ini ialah untuk  membiayai  operasi 

pemerintahan, pembangunan, urusan kemasyarakatan, serta untuk 

memberdayakan masyarakat.  

3. Laporan Keuangan Pemerintah adalah laporan yang menggambarkan 

tanggung jawab penyelenggara pengelola keuangan terkait laporan posisi 

keuangan, riwayat transaksi serta laporan terkait keuangan yang 
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dilakukan dengan tujuan menerapkan ketaatan dan kepatuhan terhadap 

prinsip laporan keuangan dalam pengelolaan anggaran yang bertanggung 

jawab. 

4. Kinerja Keuangan Desa adalah kesanggupan suatu desa dalam memakai 

keuangan asli desanya untuk memenuhi kebutuhan desa guna mendorong 

jalannya sistem pemerintahan, pembangunan, pengabdian kepada 

masyarakat serta mengevaluasi kepatuhan pemerintah terhadap peraturan 

pelaksanaan keuangan secara tepat dan benar dalam satu periode 

anggaran. 

5. Rasio Keuangan adalah alat untuk menganalisis kinerja pemerintah desa 

dalam mengelola keuangan desa.  Analisis ini menggunakan 

perbandingan kinerja keuangan antar periode dengan cara melakukan 

analisis terhadap APBDes yang telah direncanakan dan dilaksanakan. 

6. Rasio Efektivitas adalah kesanggupan pemerintah desa dalam 

mewujudkan pendapatan asli desa yang telah direncanakan dengan 

ketetapan sasaran yang didasarkan pada potensi rill desa. 

7. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien 

manajemen pengelola dana yang telah dicapai.  

8. Rasio Pertumbuhan adalah kemampuan pemerintah desa dalam 

mempertahankan serta mengembangkan kinerjanya dari periode ke 

periode selanjutnya.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Lembang  

Buntu Lobo’ memiliki 2 (dua) makna, yaitu Buntu dan Lobo’. Buntu dalam 

bahasa indonesia berarti “Batu” dan Lobo’ berarti “Tumbuh”. Nama Buntu Lobo’ 

ini diambil sesuai dengan keadaan yang ada yaitu dikelilingi oleh bukit-bukit batu 

cadas. Batu-batu tersebut kelihatan seperti pohon dan membentuk curam 

bebatuan.  

Masyarakat Buntu Lobo’ pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang 

dipimpin oleh ketua adat yang dalam bahasa Toraja dikenal sebagai To Mina juga 

merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mencipatakan suatu pantang 

larang dalam sebuah kampung serta seseorang yang memimpin upacara pemujaan 

kepada Dewa-Dewa sebelum dan sesudah panen.  

Setelah masuk zaman pemerintahan orde baru, pemerintahan Buntu Lobo’ 

dialihkan ke Lembang Lempo Sesean Matallo yang sebelumnya merupakan 

bagian dari distrik Tikala dan berubah menjadi dusun Buntu Lobo’. Dalam masa 

itu sistem pendidikan dan pemerintahan di Buntu Lobo’ dialihkan ke Lempo.  

Pada tahun 1998, Buntu Lobo dimekarkan menjadi sebuah Desa (Lembang) 

dan terbagi atas 4 (empat) dusun, yaitu : 

a. Dusun Sangbua yang dikepalai oleh Kristina Tundo’ 

b. Dusun Tangdanun yang dikepalai oleh Kondo Karel 

c. Dusun Bungin yang dikepalai oleh Yohanis Taru Batu 
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d. Dusun Balandong yang dikepalai oleh Timotius Tammu. 

Kemudian pada tahun 2007, Lembang Buntu Lobo’ dimekarkan lagi menjadi 

5 (lima) dusun, yaitu : 

a. Dusun Sangbua yang dikepalai oleh Thomas Tandi Gayang 

b. Dusun Tangdanun yang dikepalai oleh M. Kondorura 

c. Dusun Bungin yang dikepalai oleh Yohanis Sulle 

d. Dusun Balandong yang dikepalai oelh Timotius Tammu 

e. Dusun Mellammak yang dikepalai oleh Thomas Kalembang.  

2. Visi dan Misi 

Visi : 

“Peningkatan Dan Pembangunan Sarana/Prasarana Dan Sumber Daya 

Manusia Demi Kesejahteraan Masyarakat Lembang Buntu Lobo’” 

Misi : 

a. Mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam 

mengambil kebijkan dan keputusan berdasarkan demokrasi 

b. Memaksimalkan perangkat pemerintahan Lembang dan BPL 

c. Mengelola kekayaan Lembang sesuai dengan aturan yang berlaku 

d. Memberdayakan elemen masyarakat (tokoh masyarakat, agama, 

pemuda, perempuan dan tokoh-tokoh adat) 

e. Memberdayakan dan membina kelompook-kelompok masyarakat 

f. Memfasilitasi/membentuk kelompok/elemen masyarakat sesuai 

kebutuhan dan potensi 

g. Mengadakan pelatihan dan pembinaan/penyuluhan sesuai kebutuhan 
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h. Koordinasi dengan dinas, OPD atau badan terkait 

i. Pengelolaan objek wisata 

j. Memanfaatkan lahan yang tidak produktif untuk ditanami tanaman 

yang bisa menghasilkan atau produktif (pengembangan tanaman 

hortikultura) 

k. Menggalakkan/membina budaya gotong-royong.  
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3. Struktur Organisasi  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Lembang Skema : Sopd Lembang Buntu Lobo’ Kecamatan Sesean 

 KEPALA LEMBANG  

MARTINUS RURU, S.Sos 

Sekertaris Lembang 

SUMARNIATI RANTETA’DUNG 

 

Kaur Umum dan 
Perencanaan 

Kaur Keuangan 

MATIUS ROMBE ZET BATO’ SANGBUA 

Kepala Seksi 

Pelayanan 

Kepala Seksi 

Kesejahteraan 

Kepala Seksi 

Pemerintahan 

Kepala Dusun 

Sangbua 

Kepala Dusun 

Tangdanun 

Kepala Dusun Bungin Kepala Dusun 

Balandong 

Kepala Dusun 

Mellammak 

IMANUEL 

TARUK ALLO 

MARTEN 

RANTETA’DUNG 

MARTIN KENDEK 

ALLO YUNUS BATO’ 

SESA 

TOMAS 

KALEMBANG 

SISILIA SAMPE PAULA P. MASSANG MERY SIDAMPANG 
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4. Demografi  

Untuk memahami bagaimana keadaan di Lembang dan bagaimana 

perencanaan berhubungan dengan faktor pendorong serta masalah yang 

ada, perlu untuk memahami pentingnya menyepakati pembangunan 

sebagai upaya untuk menyelesaikan permaslahan di masyarakat.  

Lembang Buntu Lobo’ adalah Lembang yang letaknya kurang lebih 

20km ke arah barat dari kota kecamatan. Lembang Buntu Lobo’ memiliki 

luas wilayah sekitar 6.39km. Berikut batas wilayah Lembang Buntu 

Lobo’ : 

Tabel 4.1 

DEMOGRAFI BATAS LEMBANG 

BATAS LEMBANG 

Sebelah Utara Terdapat Kelurahan Deri 

Sebelah Selatan Terdapat Kelurahan Buntu Barana’ (Kecamatan 

Tikala) 

Sebelah Timur Terdapat Lembang Parinding 

Sebelah Barat Terdapat Lembang Buntu Batu (Kecamatan 

Tikala) 

Sumber: Naskah RPJM Lembang Buntu Lobo’ 2020-2026 

5. Kondisi Pemerintahan Desa 

a. Pembagian Wilayah Desa 

 Luas wilayah Lembang Buntulobo’ dengan luas wilayah 6.39 km². 

Lembang Buntulobo’ terdiri dari lima dusun yaitu: Dusun Sangbua, 

Dusun Tangdanun, Dusun Bungin,Dusun Mellammak dan Dusun 

Balandong. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Lembang 
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Buntulobo’ terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur 

Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi 

Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 5 Kepala Dusun.  

b.  Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di 

dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki 

peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-

undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan 

di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini 

dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa 

atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan.  

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan 

Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD 
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berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota 

BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, 

golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat 

lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala 

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

6. Keadaan Ekonomi 

Mayoritas penduduk di Lembang Lembang Buntulobo memiliki 

mata pencaharian sebagai petani serta mayoritas memeluk agama Kristen 

yang mematuhi dengan ketat adat dan tradisi.  Sebagaimana telah 

ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Toraja 

Utara, kurangnya lapangan pekerjaan sehubungan dengan pertumbuhan 

penduduk merupakan masalah utama terkait mata pencaharian penduduk. 

Dalam pembangunan desa, yang juga perlu diperhatikan adalah 

meningkatkan kesempatan kerja dengan cara mengadakan pemberian 

kredit kepada masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai modal dalam 

membangun serta mengembangkan usaha, terutama di sektor penjualan. 

Dengan tingkat perekonomian yang terbilang relatif tinggi, Lembang 

Buntulobo perlu mencari inovasi baru untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat. 

Lembang Buntulobo memiliki banyak sumber daya alam yang sangat 

membantu pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. Selain itu, desa ini 
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berada di lokasi yang strategis serta merupakan jalur transportasi yang 

menghubungkan dua kecamatan, yakni Sesean Suloara dan Tikala. 

Penerimaan keuangan desa merupakan total keseluruhan penerimaan 

dalam APBDes yang dicatat setiap periode anggaran. Berdasarkan 

peraturan lembang Buntulobo’ Tahun 2020 Nomor 03, kekayaan desa 

bersumber dari :  

a. Sumber Pendapatan Desa 

1) Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari perolehan aset 

desa, kerja sama, swadaya, partisipas dan kekayaan tambahan 

lainnya. 

2) Kekayaan Hasil Bagi yaitu sebagian hasil pajak dan retribusi 

kabupaten diberikan kepada desa. 

3) APBN yang dialokasikan untuk keuangan pusat dan daerah dan 

diberikan kepada desa secara proporsional.  

4) Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan daerah untuk 

keperluan pemerintahan. 

5) Sumbangan yang tidak mengikat. 

b. Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan daerah yang 

disalurkan melalui kas desa seperti disebutkan pada pasal 1 nomor 4. 

c. Tidak dibenarkan bagi pemerintah propinsi atau pemerintah daerah 

untuk mengambil alih kekayaan yang dimiliki oleh desa.  

Macam-macam kekayaan desa : 
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a. Tanah  

b. Bangunan  

c. Kekayaan tambahan lainnya. 

7.   Keadaan Sosial 

Adanya beberapa kegiatan masyarakat di Lembang Buntulobo’. seperti 

kegiatan gereja, Karang Taruna, PKK Dharma wanita, Posyandu 

merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media 

penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada 

masyarakat. 

8. Iklim  

Iklim di Lembang Buntu Lobo’ sebagaimana lembang-lembang lain yang 

terdapat di wilayah Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan 

musim kemarau. Tradisi pesta tahunan memberikan dampak langsung 

terhdapat pola tanam yang ada di kawasan Lembang Buntu Lobo’. 

9. Jumlah Penduduk 

Lembang Buntu Lobo’ terdapat 5 dusun dengan total jumlah penduduk 

1.949 orang atau 485 KK, dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

JUMLAH PENDUDUK SETIAP DUSUN 

Uraian 
Populasi 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

Dusun Sangbua 232 201 433 

Dusun Tangdanun 156 218 374 

Dusun Bungin 113 210 373 

Dusun Balandong 250 285 535 

Dusun Mellammak 111 123 234 

Sumber: Naskah RPJM Lembang Buntu Lobo’ 2020-2026 

Data ini dapat membantu menentukan laju pertumbuhan penduduk dan 

jumlah angkatan kerja saat ini. Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk 

berdasarkan golongan umur di Lembang Buntu Lobo: 

Tabel 4.3 

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 

No. Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa) 

1. 0 bln - 12bln 23 

2. 12thn – 5thn 126 

3. 5thn – 10 thn 211 

4. 10thn – 25thn 659 

5. 25thn – 60thn 729 

6. 60 > 201 

Jumlah 1.949 

Sumber: Naskah RPJM Lembang Buntu Lobo’ 2020-2026 
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10. Kepercayaan 

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Lembang Buntu 

Lobo’ mayoritas beragama Kristen, dengan rincian yang terdapat padat 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

KEPERCAYAAN 

Agama Jumlah  

Protestan 1.019 orang 

Katolik 921 orang 

Islam 9 orang 

Sumber: Naskah RPJM Lembang Buntu Lobo’ 2020-2026 

 

11. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya 

manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar 

apabila masyarakat memiliki pendidikan yang cukup baik dan tinggi. 

Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat 

pendidikan utnuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, 

sehingga jika dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat 

pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus 

segera dipecahkan terutama dalam pembangunan kesadaran 

masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data menurut tingkat 

pendidikan ini dapat dilihat pada tabel berikkut ini : 
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Tabel 4.5 

TINGKAT PENDIDIKAN 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 

1. Tidak tamat SD/Sederajat 354 

2. Tamat SD/Sederajat 637 

3. Tamat SLTP/Sederajat 330 

4. Tamat SLTA/Sederajat 557 

5. Tamat D1, D2, D3 17 

6. Sarjana/S1 54 

Sumber: Naskah RPJM Lembang Buntu Lobo’ 2020-2026 

12. Mata Pencaharian 

Berikut uraian mata pencaharian masyarakat pada Lembang Buntu 

Lobo’ dapat dilihat pada rincian tabel berikut : 

Tabel 4.6 

MATA PENCAHARIAN 

Petani Karyawan 

Swasta 

Wiraswasta PNS Buruh  Lain-lain 

254 26 42 9 2 149 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Analisis Kinerja Keuangan melalui Laporan Keuangan pada Lembang 

Buntu Lobo Kabupaten Toraja Utara adalah suatu proses menilai tingkat 

perkembangan pencapaian pelaksanaan rencana dan pekerjaan pada bidang 

keuangan. Penulis menggunakan tiga rasio untuk menganalisa kinerja keuangan, 

yaitu Rasio Efisiensi, Rasio Efektifitas dan Rasio Pertumbuhan.  



 

 

50 

 Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah Laporan Keuangan 

Realisasi Anggaran Dana Desa pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) yang menyajikan informasi terkait kinerja keuangan Lembang Buntu 

Lobo Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu empat (4) tahun terakhir (tahun 

2019-2022). Berikut hasil analisis dari ketiga rasio diatas sebagai berikut : 

1. Rasio Efektivitas 

Rasio Efektivitas adalah kesanggupan pemerintah desa dalam 

mewujudkan pendapatan asli desa yang telah direncanakan dibandingkan 

dengan ketetapan sasaran yang didasarkan pada potensi rill desa. Rasio 

Efektivitas yang relatif tinggi menunjukkan kinerja pemerintah dalam kondisi 

baik.  

Rasio Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝐷𝐷

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷
× 100% 

Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa pada Lembang Buntu Lobo’ 

Kabupaten Toraja Utara, ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.7 

LAPORAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA LEMBANG BUNTU 

LOBO’ KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2022 

Tahun Anggaran ADD Realisasi ADD 

2019 511.829.300,00      1.031.016.100,00 

2020 509.245.200,00 380.184.300,00 

2021 592.569.200,00 464.484.100,00 

2022 551.281,500,00 461.499.504,00 

Minimal 509.245.200,00 380.184.300,00 

Maximal 592.569.200,00      1.031.016,100,00 

Rata-rata 541.231.300,00 584.296.001,00 

Sumber : Realisasi APBDes Buntu Lobo, 2023 
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Perhitungan Rasio Efektivitas Lembang Buntu Lobo’ Kabupaten 

Toraja Utara Tahun Anggaran 2019-2022 adalah sebagai berikut : 

Tahun 2019 = 
𝑅𝑝.  1.031.016.100

  𝑅𝑝.  511.829.300
× 100% = 201% 

Tahun 2020 = 
𝑅𝑝.  380.184.300

𝑅𝑝.  509.245.200
× 100% =  74% 

Tahun 2021 = 
𝑅𝑝.  464.484.100

𝑅𝑝.  592.569.200
× 100% =  78% 

Tahun 2022 = 
𝑅𝑝.  461.499.504

𝑅𝑝.  551.281.500
× 100% =  83% 

Tabel 4.8 

RASIO EFEKTIVITAS LEMBANG BUNTU LOBO’ 

 KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2022 

Tahun Anggaran 

ADD 

Realisasi ADD 

 

Rasio 

Efektivitas  

Kriteria 

2019 511.829.300     1.031.016.100   201% Sangat Efektif 

2020 509.245.200 380.184.300 74% Kurang Efektif 

2021 592.569.200 464.484.100 78% Kurang Efektif  

2022 551.281,500 461.499.504 83% Cukup Efektif  

     Sumber: Data Olahan, 2023 

 Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan 

pada Lembang Buntu Lobo’ Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019-2022 

mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio efektivitas Lembang Buntu Lobo’ 

paling rendah adalah 74% yaitu di tahun 2020 dan yang tertinggi adalah 201% 

di tahun 2019.  

Pada tahun 2019 Rasio Efektivitas pada Lembang Buntu Lobo’ 

nilainya sebesar 201% kemudian mengalamin penurunan di tahun 2020 
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dengan nilai Rasio Efektitas sebesar 74% dan mengalami peningkatan sebesar 

78% di tahun 2021 dan di tahun 2022 terus meningkat hingga 83%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dizzy (2019) di Desa Bulak Kecamatan 

Bendo Kabupaten Magetan, jika ditinjau dari Rasio Efektivitas dalam 

APBDes tahun 2015-2017 tergolong sudah efektif yaitu 100%. Target 

Pendapatan Asli Desa dan realisasinya sama setiap tahun.  

2. Rasio Efisiensi 

Rasio Efisiensi menunjukkan perbandingan total biaya yang 

dibelanjakan sebagai belanja desa dan jumlah pendapatan asli desa yang 

diperoleh. Nilai rasio efisiensi yang rendah menunjukkan kinerja pemerintah 

desa dalam hal keuangan sudah baik, sementara nilai yang tinggi 

menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa lebih buruk. Hal ini ditunjukkan 

oleh perhitungan berikut:  

Rasio Efisiensi = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑎

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑎
× 100% 

Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa pada lembang Buntu Lobo’ 

Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2022 sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

LAPORAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA LEMBANG 

BUNTU LOBO KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2022 

Tahun Realisasi Pendapatan Desa Realisasi Belanja Desa 

2019 1.830.395.880,00 1.684.558.264,00 

2020 1.695.499.758,00 1.916.212.541,00 

2021 1.749.164.914,00 1.729.373.892,00 

2022 1.661.246.009,00 1.653.579.022,00 

Sumber: Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo, 2023  

Perhitungan Rasio Efisiensi pada Lembang Buntu Lobo Kabupaten 

Toraja Utara tahun 2019-2022, sebagai berikut : 

Tahun 2019 = 
1.684.558.264

1.830.395.880
× 100% = 92% 

Tahun 2020 =
1.916.212.541

1.695.499.758
× 100%  = 113% 

Tahun 2021 =
1.729.373.892

1.749.164.914
× 100%  =  98% 

Tahun 2022 = 
1.653.579.022

1.661.246.009
× 100% = 99% 

Tabel 4.10 

RASIO EFISIENSI PADA LEMBANG BUNTU LOBO 

 KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2022 

Tahun 

Realisasi 

Pendapatan 

(Rp) 

Realisasi Belanja 

(Rp) 

 

Rasio 

Efisiensi 

(%) 

Kriteria 

2019 1.830.395.880,00 1.684.558.264,00 92% Kurang 

Efisien 

2020 1.695.499.758,00 1.916.212.541,00 113% Tidak 

Efisien 

2021 1.749.164.914,00 1.729.373.892,00 98% Kurang 

Efisien 

2022 1.661.246.009,00 1.653.579.022,00 99% Kurang 

Efisien 

Sumber: Data Olahan, 2023 
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 Berdasarkan data dan hasil perhitungan diatas, pada tahun 2019 

realisasi belanja pemerintah Lembang Buntu Lobo’ Kabupaten Buntu Lobo’ 

sebesar Rp. 1.684.558.264 dengan realisasi pendapatannya sebesar Rp. 

1.830.395.880 sehingga nilai rasio efisiensinya sebesar 92% dengan kategori 

kurang efisien. Tahun 2020 realisasi belanja sebesar Rp. 1.916.212.541 

sedangkan realisasi pendapatannya sebesar Rp. 1.695.499.758 sehingga nilai 

rasio efisiensinya sebesar 113% dengan kategori tidak efisien. Kemudian di 

tahun 2021 realisasi belanja sebesar Rp. 1.729.373.892 sedangkan realisasi 

pendapatannya sebesar Rp. 1.749.164.914 sehingga nilai rasio efisiensinya 

sebesar 98% dengan kategori kurang efisien. Dan pada tahun 2022 realisasi 

belanja menjadi Rp. 1.653.579.022 dengan realisasi pendapatannya menjadi 

Rp. 1.661.246.009 sehingga nilai rasio efisiensinya sebesar 99% dengan 

kategori kurang efisien.  

Jika Alokasi Dana Desa ini kurang dari standar yang telah ditentukan 

atau bahkan tidak efektif, berarti penggunaan dana desa belum optimal. Hal ini  

akan memberikan dampak buruk  langsung terhadap perencanaan 

pembangunan karena anggaran yang awalnya ditujukan untuk rencana 

pembangunan tidak dimanfaatkan secara optimal yang menyebabkan desa 

tersebut tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya.  

Penelitian oleh Dizzy (2019) di Desa Bulak Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan jika dilihat dari rasio efisien tahun 2015 dan 2016 yaitu 
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100%  tergolong tidak efisien, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 87,93% 

tergolong cukup efisien.  

3. Rasio Petumbuhan 

Rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah desa 

dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan keuangannya dengan 

penerimaan dari dana desa dibandingkan realisasi penerimaan tahun 

sebelumnya. Rasio pertumbuhan yang tinggi menunjukkan kinerja pemerintah 

desa dalam keadaan baik.  

Rasio Pertumbuhan dihitung menggunakan rumus : 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−𝑋𝑛−1

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−1
× 100% 

Rasio Pertumbuhan Belanja ADD = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−𝑋𝑛−1

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝐷𝐷 𝑋𝑛−1
× 100% 

Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Lembang Buntu Lobo’ 

Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

LAPORAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA PADA LEMBANG 

BUNTU LOBO’ KABUPATEN TORAJA UTARA 

Tahun Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja 

2019 1.830.395.880,00 1.684.558.264,00 

2020 1.695.499.758,00 1.916.212.541,00 

2021 1.749.164.914,00 1.729.373.892,00 

2022 1.661.246.009,00 1.653.579.022,00 

Sumber: Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo, 2023  
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Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD pada Lembang Buntu 

Lobo’ Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2022, sebagai berikut : 

Tahun 2019  = 
𝑅𝑝.  1.830.395.880− 𝑅𝑝.  0

𝑅𝑃.  0
× 100%   = - 

Tahun 2020 = 
Rp.  1.695.499.758− Rp.1.830.395.880  

𝑅𝑝.  1.830.395.880
× 100%      = -7,36% 

Tahun 2021 = 
Rp.  1.749.164.914− Rp.1.695.499.758

Rp.  1.695.499.758
× 100%  = 3,16% 

Tahun 2022 = 
Rp.  1.661.246.009− Rp.  1.749.164.914

Rp.  1.749.164.914
× 100%  = -5,02% 

 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja ADD Pada Lembang Buntu 

Lobo’ Kabupatenn Toraja Utara tahun 2019-2022, sebagai berikut : 

Tahun 2019 = 
Rp.  1.684.558.264− Rp.  0

𝑅𝑝.  0
× 100%  = - 

Tahun 2020 =
Rp.  1.916.212.541− Rp.  1.684.558.264

Rp.  1.684.558.264
× 100% = 13,75% 

Tahun 2021 =
Rp.1.729.373.892 − Rp.  1.916.212.541

Rp.  1.916.212.541
× 100% = -9,75% 

Tahun 2022 =
Rp.  1.653.579.022−Rp.1.729.373.892

Rp.  1.729.373.892
× 100% = -4,38% 

Tabel 4.12 

RASIO PERTUMBUHAN PADA LEMBANG BUNTU LOBO’  

KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2022 

Tahun 
Realisasi 

Pendapatan ADD 

Rasio 

Pertumbuhan 

Pendapatan 

ADD 

Realisasi Belanja 

ADD 

Rasio 

Pertumbuhan 

Belanja 

 

2019 1.830.395.880,00 - 1.684.558.264,00 - 

2020 1.695.499.758,00 -7,36% 1.916.212.541,00 13,75% 

2021 1.749.164.914,00 3,16% 1.729.373.892,00 -9,75% 

2022 1.661.246.009,00 -5,02% 1.653.579.022,00 -4,38% 

 Sumber: Data Olahan, 2023 
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Rasio Pertumbuhan Pendapatan mengalami kenaikan dan penurunan dari 

2019 hingga 2022, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.9. Pada tahun 2019, 

realisasi pendapatan sebesar 1.830.395.880 tetapi turun menjadi 1.695.499.758 

pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021, pendapatan naik menjadi 

1.749.164.914, dan pada tahun 2022, pendapatan turun menjadi 1.661.246.009. 

Hasil perhitungan dari rasio pertumbuhan dapat dilihat bahwa rasio 

pertumbuhan pendapatan pada Lembang Buntu Lobo’ Kabupaten Toraja Utara 

tahun 2020 sebesar -7,36% dan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 3,16% 

kemudian kembali menurun sebesar -5,02% di tahun 2022. 

Realisasi Pertumbuhan Belanja pada Lembang Buntu Lobo’ Kabupaten 

Toraja Utara juga terjadi peningkatan dan penurunan dari tahun 2019-2022. Tahun 

2019 realisasi belanja sebesar Rp. 1.684.558.264 dan di tahun 2020 sebesar Rp. 

1.916.212.541 kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 

1.729.373.892 kemudian di tahun 2022 kembali turun menjadi Rp. 1.653.579.022. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat bahwa 

Rasio Pertumbuhan Belanja pada Lembang Buntu Lobo’ Kabupaten Toraja Utara 

pada tahun 2020 sebesar 13,75%, tahun 2021 turun menjadi -9,75% dan tahun 

2022 mengalami kenaikan sebesar -4,38%. Pada tabel 4.9 memperlihatkan 

Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Alokasi Dana Desa pada Lembang Buntu 

Lobo’ Kabupaten Toraja Utara memperlihatkan rasio pertumbuhan yang tumbuh 

positif dan negatif.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arthaingan (2016) di Kota Bogor jika 

dilihat dari Rasio Pertumbuhan sudah tergolong baik dan tumbuh secara positif 

setiap tahun. Berbeda hasilnya dengan penelitian ini, rasio pertumbuhan 

menunjukkan hasil yang tumbuh negatif setiap tahunnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat 

diisimpulkan bahwa kinerja keuangan pada Lembang Buntu Lobo’ Kabupaten 

Toraja Utara masih kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan 

Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja 

sebagai berikut: 

1. Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa pada Lembang Buntu Lobo’ 

Kabupaten Toraja Utara jika ditinjau dari rasio efektivitasnya 

dikategorikan sudah sangat efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada rata-rata 

rasio efektivitasnya dari tahun 2019-2022 sebesar 109%, dengan rincian 

sebagai berikut: tahun 2019 mencapai 201%, tahun 2020 menjadi 74%, 

kemudian tahun 2021 sebesar 78% dan di tahun 2022 meningkat menjadi 

83%.  

2. Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa pada Lembang Buntu Lobo’ 

Kabupaten Toraja Utara jika ditinjau dari rasio efisiensinya tergolong tidak 

efisien. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat rata-rata rasio 

efisiensinya dari tahun 2019-2022 sebesar 100.5%, dengan rincian sebagai 

berikut: tahun 2019 sebesar 92%, tahun 2020 sebesar 113%, tahun 2021 

menjadi 98% dan tahun 2022 sebesar 99%. 

3. Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa pada Lembang Buntu Lobo’ jika 

dilihat dari rasio pertumbuhan mengalami pertumbuhan secara negatif. 
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Rata-rata hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan alokasi dana 

desa dari tahun 2019-2022 sebesar -9,22% dengan rincian sebagai berikut: 

tahun 2020 sebesar -7,36%, tahun 2021 sebesar 3,16% dan tahun 2022 

sebesar -5,02%. Sedangkan rata-rata hasil dari rasio pertumbuhan belanja 

alokasi dana desa tahun 2019-2022 sebesar -0,12% dengan rincian sebagai 

berikut: tahun 2020 sebesar 13,75%, tahun 2021 sebesar -9,75% dan tahun 

2022 sebesar -4,38%.   

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Lembang Buntu Lobo’ Kabupaten Toraja Utara 

a. Diharapkan pemerintah Lembang Buntu Lobo dapat lebih 

meningkatkan  pengelolaan sumber pendapatan asli desa serta 

mengembangkan potensi yang sudah ada untuk menambah sumber 

keuangan desa. 

b. Pemerintah Lembang Buntu Lobo’ diharapkan agar dapat 

mengoptimalkan belanja desa agar sesuai dengan target yang telah 

ditentukan sehingga pendapatan  yang diterima dapat digunakan secara 

efisien.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan judul yang sama, 

diharapkan agar menggunakan lebih banyak rasio untuk hasil penelitian 

yang lebih akurat.   
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LAMPIRAN 

1. Surat Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data 
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2. Surat Izin Pengambilan Data 
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3. Surat Rekomendasi 
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4. Laporan Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo’ tahun 2019 
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5. Laporan Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo’ tahun 2020 
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6. Laporan Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo’ tahun 2021 
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7. Laporan Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo’ tahun 2022 

 

 

 


